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ABSTRAK 

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM 
PENGA WASAN DESA(STUDY P ADA PEMERINT AH DESA KUALA 

LAPANG KECAMATAN MALINAU BARAT KABUPATEN MALINAU) 

Adriansyah 

Adrian84syah@gmaii.com 

Program Pascasrujana Unversitas Terbuk:a 

Peneiitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan peran badan permusyawaratan 
desa dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menganalisis lebih mendalam 
faktor penghambat dan penduk:ung badan permusyawaratan desa pada pemerintah 
desa kuala lapang kecamatan malinau barat kabupaten malinau.Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Kesesuaian pembuatan Peraturan desa Kuala Lapang dengan 
tata cara atau alur pembuatan peraturan menurut Permendagri No. 111 Tahun 
2014. Yaitu masyarakat didesa Kuala Lapang melaporkan kepada perangkat desa 
terkait suatu masalah yang dihadapi dilapangan, kemudian dengan mengundang 
seiuruh tokoh dan elemen masyarakat desa, kepaia desa menyusun suatu 
rancangan peraturan desa yang kemudian diserahkan kepada BPD untuk: dikaji. 
Badan Permusyaratan Desa (BPD) diharapkan menjadi wadah aspirasi bagi warga 
desa dalam mencapai keinginan dan kepentingan masyarakat desa sekaligus 
tempat pembuatan kebijakan publik desa serta menjadi alat kontrol bagi proses 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ditingkat desa. Dalam hal 
iniBPD mampu melaksanakan dengan baik fungsi tersebut walau masih ada 
beberapa hal kurang seperti kedisiplinan anggota BPD ya..'lg sangat kurang 
sehingga membuat lambatnya proses dalam pemenuhan kebutuhan 
masyarakat.Adapun faktor penghambat fungsi BPD itu sendiri adalah pola 
hubungan kerja sama dengan pemerintah Desa, dan pola hubungan kerja sama 
antara Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah desa teiah ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah, dan kekurangan SDM yang berkompeten dalam 
melaksanakan tupoksi sesuai dengan jabatannya masing-masing dan sikap mental. 
Ketergantungan terhadap adat istiadat/tradisi, faktor tanggungjawab, keahlian dan 
keterampilan, sarana dan prasarana, kendala dari perangkat desa, kendala dari 
masyarakat menjadi faktor penentu fungsi BPD. 

Kata Kunci:Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa 
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ABSTRACT 

THE FUNCTION OF THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY(BPD)IN 
SUPER VISION (STUDY ON THE VILLAGE GOVERNMENT OF KUALA 

LAPANG OF WEST MALINAU DISTRICT MALINAU DISTRICT) 

Adriansyah 

adrian84syah@gmail. com 

Postgraduate Program of University Terbuka 

This study aims to describe the role of village consultative bodies in carrying out 
supervisory functions as well as to analyze more in-depth factors inhibiting and 
supporting the village consultative bodies in the village government in the sub­
district of malinau west malinau district. The result of the research shows that the 
conformity of the making of Kuala Lapang Village Regulation with the procedure 
or the flow of regulation making according to Permendagri No. Ill of 2014. That 
is the community in Kuala Lumpur Village reported to the village apparatus 
related to a problem faced in the field, then by inviting all the figures and 
elements of the village community, the village head drafted a village regulation 
draft then submitted to BPD for review. The Village Requirements Board (BPD) is 
expected to be a forum for aspirations for the villagers in achieving the wishes 
and interests of the village community as well as the village public policy-making 
as well as a means of control for governance and development processes at the 
village level. In this case BP D able to perform well with the function although 
there are still some things less like discipline members of BP D is very lacking so 
as to make the slow process in meeting the needs of the community. The inhibiting 
factor of BP D function itself is the pattern of cooperative relationship with the 
village government, and the pattern of cooperative relationship between the 
Village Consultative Board with the village government has been established with 
the Regional Regulation, and the lack of competent human resources in 
implementing tupoksi in accordance with their respective positions and attitudes 
mentally. Dependence on customs/traditions, responsibility factors, expertise and 
skills, facilities and infrastructure, constraints from village apparatus, constraints 
from the community are the determinants of function BP D. 

Keywords: Functions and Roles of Village Consultative Bodies 
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: I 

BABIV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

Wilayah penelitian merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan 

pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti. Berikut ini 

akan diberikan gambaran mengenai wilayah Kecamatan Malinau Barat dan Desa 

Kuala Lapang. 

1. Gambaran Umum Kecamatan Malinau Barat 

Kecamatan Malinau Barat dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Malinau 

nomor OSTahun 2002 tentang Pemekaran Kecamatan. Kecamatan Malinau Barat di 

resmikan pada tanggal16 Agustus 2002. Dan sudah dipimpin oleh 6 (enam) orang 

Camat sampai dengan sekarang. Kecamatan Malinau Barat merupakan salah satu 

daerah yang cepat tumbuh dan merupakan kecamatan strategis di bagian barat 

Kabupaten Malinau. lbu kota Kecamatan Malinau Barat berada di Desa Tanjung 

Lapang. Kecamatan Malinau Barat memiliki luas wilayah ± 754,43 km2 yang 

terbagi dalam 9 (Sembilan) Desa dimana sebagian besar wilayahnya didominasi 

oleh daratan dengan rata-rata kepadatan penduduk ± 10,06 jiwa/knl. Yang 

didiami oleh berbagai anak suku: 1. Lundayeh, 2. Berusu, 3. Punan, 4. Abai. 

a Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Malinau Kota 

b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Malinau Selatan 

Hilir 

c. Sebelah Timur 

d. Sebelah Barat 

: Berbatasan dengan Kabupaten Tana Tidung 

: Berbatasan dengan Kecamatan Mentarang 

65 
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Wilayah Kecamatan Malinau Barat merupak:an wilayah daratan memiliki 

luas wilayah 754,43 km2, dengan ketinggian 58,826 M di atas permukaan laut. 

Iklim di daerah ini merupak:an tipe A, dimana jumlah dari hujan 222 hari/tahun, 

jenis tanah yang dominan di wilayah ini ialah jenis ultisol (Podsolik merah 

kuning). Karena letak:nya yang strategis mak:a sebagian besar wilayah Kecamatan 

Malinau Barat merupak:an wilayah bercocok tanam bagi para petanL 
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Tabel4.1 Data Penduduk Kecamatan Malinau Barat Dari Tahun 2014 SD 

2016 

Jumlah Jumlah Jumlah 
No Nama Desa Penduduk/ Penduduk/ Pendudukl 

Tahun2014 Tahun2015 Tahun2016 
1 Long Bila 225 jiwa 173 jiwa 225 jiwa 

2 Long Kenipe 191 jiwa 260 jiwa 191jiwa 

3 Punan Bengalun 254 jiwa 275 jiwa 254jiwa 

4 Sesua 1.201jiwa 1.177 jiwa 1.201jiwa 

5 Sentaban 290 jiwa 295 jiwa 290 jiwa 

6 Tanjung Lapang 3.733 jiwa 2.809jiwa 3.733 jiwa 

7 Kuala Lapang 1.990 jiwa 1.990 jiwa 1.990 jiwa 

8 Taras 361 jiwa 356jiwa 361jiwa 

9 Sempayang 452 jiwa 457 jiwa 452jiwa 

Total 8.697jiwa 7.792jiwa 8.697jiwa 

Sumber Data : Seksi Pemerintahan Kantor Camat Malinau Barat. 

Konsentrasi penduduk umumnya terpusat di daerah perkotaan hal ini dapat 

dilihat dari jumlah penduduk dan jenis kelamin masing-masing Desa. Konsentrasi 

penduduk terpadat di Kecamatan Malinau Barat adalah desa Tanjung Lapang 

denganjumlah penduduk sebesar 3.733 Jiwa. 

a. Desa Long Bila 

Desa Long Bila merupakandesa lama, akan tetapi mempunyai lokasi yang 

bam setelah sekian lama tergabung di Desa Sentaban Kecamatan Malinau Barat 

yang memiliki jumlah penduduk 225 jiwa yang terdiri dari 113 laki-laki dan 112 

perempuan. Karena desa ini masih dalam tahap pembangunan maka infrastruktur 

yang ada di desa ini belum memadai. 

43706.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



68 

b. Desa Long Kenipe 

Desa Long Bila merupakan desa lam~ akan tetapi mempunyai lokasi yang 

bam setelah sekian lama tergabung di Desa Sentaban Kecamatan Malinau Barat 

yang memiliki jumlah penduduk 191 jiwa yang terdiri dari 106 laki-laki dan 85 

perempuan. Karena desa ini masih dalam tahap pembangunan maka infrastruktur 

yang ada di desa ini belum memadai dan bisa dikatakan masih sangat kurang. 

c. Desa Punan Bengalun 

Desa Punan Bengalun merupakan Desa yang paling jauh dari ibu kota 

Kecamatan akan tetapi akses untuk ke desa tersebut sudah bisa menggunakan 

kendaraan darat. Namun pola fikir warga di desa ini masih tergolong terbelakang, 

berladang juga masih berpindah-pindah. Dengan jumlah penduduk sekitar254Jiwa 

yang terdiri laki-laki 123 Jiwa dan perempuan 131Jiwa. 

d. Desa Sesua 

Desa Sesua merupakan desa terbesar nomor tiga di Kecamatan Malinau 

Barat yang memiliki jumlah penduduk yaitu 1.201 jiwa yang terdiri dari Laki-laki 

607 jiwa dan perempuan 594 jiwa. Secara administratif Desa Sesua di Pimpin 

Oleh seorang Kepala Desa Dan di bantu oleh 7 (tujuh) RT 

e. Desa Sentaban 

Desa Sentaban merupakan desa yang sempat tergabung 3 desa di dalam 

satu wilayah yaitu desa Sentaban, desa Long Bila & desa Long Kenipe, namun 

kini desa sentaban bisa bemafas lega dan bisa berkonsentrasi membangun 

desanya, karena kedua desa tersebut telah memiliki lokasi sendiri. Desa sentaban 
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memiliki jumlah penduduk 290 jiwa yang terdiri dari 149 jiwa laki-laki dan 141 

jiwa perempuan. 

f. Desa Tanjung Lapang 

Desa Tanjung Lapang merupakan ibu Kota Kecamatan, memiliki 

penduduk terpadat dari 9 (sembilan) desa yang ada di Kecamatan Malinau Barat 

dengan berbagai macam suku, adat istiadat & Agama Mata pencaharian 

penduduk desa Tanjung Lapang sangat bervariasi mulai dari PNS, Karyawan, 

Wirausaha, Petani, dll. Jumlah penduduk Desa Tanjung Lapang yaitu 3.733 jiwa 

yang terdiri dari 1.920 jiwa laki-laki dan 1.813 jiwa perempuan. 

g. Desa Kualalapang 

Desa Kuala Lapang merupakan desa nomor dua terdekat jarak tempuhnya 

dari kantor Kecamatan Malinau Barat ke desa Kuala Lapang hanya sekitar ± 1 Km 

dengan jumlah penduduk terbanyak ke dua yaitu 1.990 jiwa yang terdiri dari 

1.085 jiwa laki-laki dan 905 jiwa perempuan. 

h. Desa Taras . 

Desa Taras merupakan desa yang hanya terbagi dalam 3 RT, memiliki 

wilayah terkecil di Kecamatan Malinau Barat yang jumlah penduduknya sekitar 

361 jiwa terdiri dari 178 jiwa laki-laki dan 183 jiwa perempuan dan mayoritas 

mata pencaharian adalah bertani. 

1. Desa Sempayang 

Desa Sempayang merupakan desa yang mayoritas dihuni suku asli yaitu 

dayak dan bermata pencaharian bertani, jumlah peduduk di desa ini tidak banyak 
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hanya betjumlah 452 jiwa yang terdiri dari 236 jiwa laki-laki dan 216 jiwa 

perempuan. 

2. Visi Misi Kecamatan Malinau Barat 

a. Visi. Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana Instansi Pemerintah 

hams dibawa agar dapat eksis, antisifatif dan inovatif sebagai suatu gambaran 

yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Instansi 

Pemerintah. Dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat ini dan 

mengantisipasi perubahan yang dinamis di masyarakat, Kantor Camat Malinau 

Barat menetapkan visi sebagai berikut: 

"MEWUJUDKAN KECAMATAN MALINAU BARAT YANG DAMAI, 

UNGGUL, MANDIRI, DAN HARMONIS, MELALUI GERAKAN DESA 

MEMBANGUN (GERDEMA)" 

DAY.tAI mengandung arti keadaan yang aman, tenteram, tenang tidak 

adanya permusuhan, kerusuhan maupun kon:flik dalam kehidupan antar 

masyarakat dalam suatu lingkungan. Sehingga seluruh masyarakat menjaga 

ikatan kebersamaan dalam bermasyarakat, meskipun terdiri dari berbagai suku, 

agama, adat istiadat, kebudayaan (masyarakat majemuk) dengan tetap 

menjunjung silcap saling menghormati, menghargai dan mengembangkan sikap 

toleransi. 

UNGGUL, mengandung arti kehidupan masyarakat yang lebih baik, 

cakap, dan lebih mampu dibandingkan dengan yang lainnya, sehingga 

masyarakat mampu membangun dirinya sendiri dan mengoptimalkan 

kemampuan dirinya untuk bersaing secara sehat, serta dapat memberdayakan 

kemampuan masyarakat lainnya. 
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MANDIRI, mengandung pengertian dimana masyarakat mampu 

melaksanakan segala sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan 

kebutuhannya tanpa bergantung kepada bantuan orang lain. Sehingga dapat 

bertanggungjawab kepada diri sendiri dan percaya pada kekuatan dan 

kemampuan mengolah lingkungan bermasyarakat menjadi lebih baik. 

HARMONIS, Mengandung arti kehidupan masyarakat yang selaras 

atau serasi dalam bermasyarakat, dalam melakukan aktifitas sehari-hari 

sehingga tindak kej aha tan dari lingkungan internal maupun ekstemal tidak 

mendapatkan celah untuk masuk kedalam lingkungan masyarakat. Harmonis 

juga dapat diartikan sebagai suatu jalinan seirama dalam meningkatkan 

kebersamaan dan menumbuhkan semangat gotong-royong yang sudah mulai 

memudar dalam diri masyarakat. 

GERDEMA (Gerakan Desa Membangun) mengandung arti 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bertumpu pada 

kekuatan rakyat yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, Seluruh 

kebijakan program dan kegiatan pembangunan dengan sungguh-sungguh 

menempatkan masyarakat sebagai kekuatan utama pembangunan. 

b. Misi. Misi adalah merupakan rumusan langkah-langkah yang harus 

dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik 

sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan pemyataan misi tersebut 

diharapkan seluruh jajaran organisasi komponen masyarakat dan pihak-pihak 

lain yang terkait dapat menyatukan gerak langkah yang . seirama dalam 

melaksanakan tahapan pembangunan masyarakat di Kecamatan Malinau Barat. 

Perumusan Misi organisasi memperhatikan dan menampung aspirasi dari 
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pihak-pihak yang berkepentingan dan memberikan dukungan dalam 

pembangunan di Kecamatan Malinau Barat. Misi Kantor Camat Malinau Barat 

sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kualitas SDM (Aparatur di Desa, Pemuda dan Petani) 

b. Meningkatkan peran Lembaga-lembaga Desa, Rohaniawan, Pemuda dan 

perempuan dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta 

kesamaan hak antar umat beragama untuk mendukung terselenggaranya 

pembangunan masyarakat 

c. Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan Pemerintahan yang 

bersih, bebas KKN, efektif dan efisien untuk mewujudkan kehidupan yg 

Damai, Unggul, Mandiri, dan Harmonis 

d. Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, petemakan 

dan perikanan) melalui produk unggulan desa 

e. Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata Kecamatan. 

3. Tujuan Dan Sasaran Kecamatan Malinau Barat 

a. Tujuan 

Tujuan merupakan penjabaran dari pemyataan misi dan juga merupakan 

sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) 

sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Karateristik tujuan dapat diartikan 

sebagai berikut: 

1) Mengembangkan Inovasi masyarakat dan Daerah; 

2) Mewujudkan Gerdema Desa Membangun; 
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3) Meningkatk:an Kreatifitas Nasionalis Kebangsaan Masyarakat dan 

Daerah; 

4) Meningkatk:an kemampuan dan profesionalime Aparat Desa; 

5) Mewujudkan kehidupan keagamaan yang harmonis dan rukun; 

6) Mengembangkan peran pemuda dalam pembangunan daerah; 

7) Meningkatk:an kesetaraan gender; 

8) Meningkatk:an kinerja administrasi pemerintahan; 

9) Meningkatk:an kinerja pelayanan publik 

1 0) Meningkatk:an tata kehidupan masyarakat yang damai, unggul, mandiri, 

dan harmonis. 

11) Meningkatk:an pemetaan wilayah administrasi sesuru dengan rentang 

kendali serta; 

12) Mengembangkan seni dan budaya. 

b. Sasaran 

Adapun sasaran adalah Penjabaran dari Tujuan, yaitu sesuatu yang akan 

dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau da1am 

jangka waktu tertentu. Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau menetapkan 

sasaran dalam Periode tahun 2011 sebagai berikut: 

1) Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan keahlian petani dan tenaga 

kerja 

2) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian petani dan tenaga 

kerja. 
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3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengganggaran, 

pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan. 

4) Meningkatnya tertib administtasi kependudukan 

5) Meningkatnya layanan administrasi Pemerintahan Desa 

6) Berkembangnya toleransi, solidaritas, keJ.jasama dan kemitraan antar 

pemeluk Agama 

7) Terwujudnya prilaku masyarakat yang didasari norma, etika dan nilai-nilai 

keluhuran Agama 

8) Meningkatnya lembaga dan organisasi kepemudaan 

9) Meningkatnya prestasi seni, olahraga dan budaya pemuda 

1 0) Berkembangnya lembaga dan organisasi perempuan 

11) Terwujudnya administrasi pemerintah yang efisien dan efektif 
I 

I 
' 12) Terwujudnya pelayanan publik yang cepat dan bermutu 

4. Strategi, Kebijakan Dan Kegiatan Kecamatan Malinau Barat 

a Strategi 

Proses perencanaan strategik merupakan rencana yang menyeluruh tentang 

segala upaya yang meliputi penetapan kebijaksanaan, program dan kegiatan 

dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang 

dihadapi. Strategi memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan 

, I sasaran yaitu: 

1) Melaksanakan pelatihan aparat desa dan Kecamatan 

2) Meningkatkan peran penyuluh lapangan 

3) Mengoptimalkan perencanaan partisipatif 

43706.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



. I 
I 

I 
I 
I 

75 

4) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi dan 

dokwnen kependudukan 

5) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan standar pelayanan 

prima 

6) Meningkatkan kesadaran umat beragama agar dapat hidup berdampingan 

7) Meningkatkanperan lembaga kepemudaan 

8) Meningkatkan peran lembaga/organisasi seni budaya dan olahraga 

9) Meningkatkan peran lembaga/organisasi perempuan 

1 0) Mendorong reformasi birokrasi 

11) Mengoptimalkan kelembagaan pemerintah 

12) Mengoptimalkan pencegahan tindakan hukum 

13) Mengoptimalkan pelayanan dengan standar pelayanan prima 

14) Mengembangkan kegiatan seni dan budaya 

b. Kebijakan 

Strategi memerlukan persepsi yang menggambarkan kekuatan untuk 

menggerakkan semua potensi yang ada untuk bisa mencapai suatu arah dan 

menjadi pola dalam melaksanakan tindakan-tindakan strategis. Dalam rangka 

mencapai tujuan dan sasaran, Kecamatan Malinau Kota memiliki kebijakan, yaitu 

1) Memberikan kesempatan staf desa dan kecamatan untuk meningkatkan 

pendidikan 

2) Mengoptimalkan peran peiiyuluh dalam melaksanakan bimbingan 

kepada kelompok tani 
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3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. 

4) Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk 

memiliki dokumen kependudukan 

5) Memberikan kepuasan kepada masyarakat dengan pelayanan yang tepat 

dan cepat 

6) Mengoptimalkan peran lembaga keagamaan yang ada 

7) Memperluas jangkauan pembinaan melalui agama terutama kepada 

generasi muda 

8) Mengoptimalkan peran lembaga kepemudaan yang ada 

9) Peningkatan dan penganekaragaman kegiatan kepemudaan 

1 0) Mengoptimalkan peran lembaga/organisasi perempuan yang ada 

11) Meningkatkan kapasitas Aparat Pemerintah dan penciptaan budaya 

kerja dengan pola pikir positif 

12) Penataan struktur kelembagaan. dan penguatan Kecamatan dalam 

pelayanan publik 

13) Peningkatan pemahaman aparat dan masyarakat tentang hukum. 

14) Menerapkan pelayanan yang tepat dan cepat 

15) Mengoptimalkan peran organisasi seni dan budaya yang ada 

5. Profil Desa Kuala Lapang 

Desa Kuala Lapang adalah Desa merupakan salah satu desa yang ada di 

Kecamatan Malinau Barat, pada awalnya merupakan RT. 15 dari desa Tanjung 

Lapang dan dimekarkan lagi menjadi 3 RT yaitu RT. 16, RT. 17 dan RT. 18 Desa 

Tanjung Lapang, dengan melihat tingkatan perkembangan dan pertumbuhan 
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penduduk yang begitu pesat, maka pada tahun 2005 terbentuklah Desa Kuala 

Lapang hasil dari pemekaran Desa Tanjung Lapang berdasarkan Surat Keputusan 

Bupati Malinau Nomor 303 Tahtin 2015 ditetapkan sebagai Desa Defenitif 

Masuk Wilayah Kecamatan Malinau Barat. 

Desa Kuala Lapang merupakan penduduk pindahan dari Desa Tanjung 

Lapang sekitar awal tahun 1970an dengan alasan mendekati perekonomian yaitu . 

dengan membuka lahan perkebunan dan lahan pertanian didaerah hutan yang 

berbatasan dengan Desa Malinau Hulu dan Desa Sesua. Mengingat jarak antara 

tempat tinggal (Tanjung Lapang) dengan perkebunan dan pertanian cukup jauh 

sehingga masyarakat pindahan tersebut lebih banyak menetap di lokasi tempat 

berkebun maupun tempat berladang. 

Perpindahan penduduk pada saat itu tidak masalah pada desa ataupun pada 

Kecamatan sehingga masyarakat yang menetap di kebun maupun diladang 

tersebut membentuk kampung sendiri diberi nama Kuala Lapang yang di ambil 

dari muara sungai Lapang yang posisinya berada di muara sungai Lapang yaitu 

berbatasan antara Tanjung Lapang dan Kuala Lapang walaupun secara 

administratif masuk dalam Desa Tanjung Lapang dan selanjutnya ditetapkan 

sebagai RT. 15 Desa Tanjung Lapang dan mengingat jumlah penduduk semakin 

bertambah maka RT. 15 dimekarkan menjadi Tiga RT masuk Desa Tanjung 

Lapang. Dan pada tahun 2005 .Kuala Lapang dimekarkan menjadi salah satu 

bagian dari Kecamatan Malinau Barat dengan Surat Keputusan Bupati Malinau 

Nomor 303 tanggal 24 Oktober 2005 tentang pembentukan Desa definiti£ 

Penduduk Desa Kuala Lapang sebagian besar adalah suku dayak lundayeh, 

dengan jumlah penduduk 3.012 jiwa yang terdiri dari 1.590 jiwa Laki- laki dan 
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1.422 jiwa perempuan, jumlah kk 491 (KK) dilihat dari segi kepercayaan 78.72% 

KristenProtestan, Islam 14.12%, Katolik 6.68%, Hindu 0.18% dan Budha 0.18%. 

Tabel. 4.2 Jumlah Penduduk Desa Kuala Lapang 

Penduduk Penduduk Jumlah 
Laki-Laki Perempuan Penduduk 
1590 jiwa 1422 jiwa 3.012jiwa 

Sumber: Kantor Desa Malinau Barat 2017 

Dari tabel diatas dapat dilihat kepadatan penduduk desa kuala lapang 

kecamatan malinau barat cukup banyak angka kelahiran untuk laki-laki selama 

setahun 50 jiwa sedangkan angka kelahiran untuk perempuan sekitar 60 jiwa per 

tahun 2016. Terlihat bahwa kepadatan penduduk setiap tahun meningkat cukup 

banyak. Kemudian sumber pengahasilan utama penduduk desa didapat dari hasil 

pertanian, perkebunan, dan perikanan. Adapun luas desa sekitar 306.5 Ha/M2 

dengan batasan wilayah desa kuala lapang sebagai berikut: Utara berbatasan 

dengan malinau hulu, selatan berbatasan dengan sesua, barat berbatasan dengan 

tanjung lapang, dan timur berbatasan dengan sempayang. 

B. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa 

Kuala Lapang 

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan 

demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan dalam (PPRI No.6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 

Desa). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan Pada Undang-
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UndangNomor 6 Tahun 2014tentang Badan Permusyawaratan Desa, BPD 

mempunyai fungsi yakni sebagai berikut: 

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala 

Desa Kuala Lapang 

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan 

c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa Kuala Lapang. 

Selain memiliki fungsi BPD juga memiliki hak dan kewajiban yaitu 

sebagai berikut : 

a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa kepada Pemerintah Desa 

b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 

masyarakat Desa 

c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Hak dan Kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa Menurut 

Undang-Undang No.6/2014 Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak: 

a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa 

b. Mengajukan pertanyaan 

c. Menyampaikan usul danlatau pendapat 

d. Memilih dan dipilihdan 

e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Larangan Anggota BPD 
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a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, 

dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat 

b. Melakukan korupsi, kolusi, dan hepotisme, menerima uang, barang, dan!atau 

jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang 

akan dilakukannya 

c. Menyalahgunakan wewenang 

d. Melanggar sumpah/janji jabatan 

e. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa 

f. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan 

jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan. 

g. Sebagai pelaksana proyek Desa 

h. Menjadi pengurus partai politik; dan!atau 

1. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang 

2. Fungsi BPD 

a. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan 

Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa. 

Berdasarkan observasi dilapangan penulis melihat adanya kesesuaian 

pembuatan Peraturan desa Kuala Lapang dengan tata cara atau alur pembuatan 

peraturan menurut Permendagri No. 111 Tahun 2014. Yaitu masyarakat didesa 

Kuala La pang melaporkan kepada perangkat desa terkait. suatu masalah yang 

dihadapi dilapangan, kemudian dengan mengundang seluruh tokoh dan elemen 
'I 

i masyarakat desa, kepala desa menyusun suatu rancangan peraturan desa yang 
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kemudian diserahk:an kepada BPD untuk dikaji, apakah peraturan tersebut sudah 

sesuai dengan memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan, jika dinilai 

berpotensi menjadi masalahlberdampak negatif, akan dikembalikan kepada 

masyarakat, jika berdampak positif maka BPD akan menyetujui rancangan 

peraturan terse but. Kemudian Sekretaris · Desa Mengundangkan Peraturan Desa 

dalam lembaran Desa. Dan tahapan terakhir pemerintah desa . dan BPD 

memberikan informasi mengenai Peraturan Desa tersebut kepada seluruh 

masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana fungsi BPD dalam membahas dan 

menyepakati rancangan peraturan desa, Penulis meminta keterangan kepada 

Bapak Yonatan, S.Hut., M.Si selaku Kepala Badan Permusyawaratan Desa Kuala 

I 
'I Lapang. Beliau mengatakan : "Mengenai peraturan desa, kami selaku BPD tidak 

mempermasalahkannya selama peraturan itu tidak merugikan masyarakat dan 

' 
I 

sesuai dengan peraturan yang ada, serta tidak ada keluhan-keluhan dari 

masyarakat, BPD cukup mengetahui saja dan menampung segala aspirasi 

masyarakat dan di bawa ke musrenbang RT untuk dapat terakomodir usulan 

pembangunan atau kegiatan dari masyarakat tetapi tetap kami awasi 

pelaksanaannya apakah sudah sesuai atau belum". (wawancara tanggal 22 Maret 

2018) 

Lebih lanjut dalam menguatkan pendapat dari Kepala BPD Desa kuala 

lapang tentang membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama 

kepala desa peneliti mendapat basil berdasarkan wawancara dengan Kepala desa 

kuala lapang Narasaw ST MOU mengatakan bahwa "peran BPD dalam penetapan 

dan penyusunan peraturan desa sangat baik atau dalam kategori aktif terlihat dari 

peran BPD sebagai mitra kerja dari pemerintah desa BPD selalu menagawasi 
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peraturan desa yang sudah ditetapkan dan harus dijalankan, peran aktif BPD 

terlihat juga selalu membantu monitoring kegiatan yang ada didesa kuala lapang" 

(wawancara tanggal23 Maret 2018) 

Dalam memperkuat pendapat diatas maka peneliti melanjutkan wawancara 

terhadap tokoh masyarakat dan tokoh agama yang juga merupakan ketua RT II 

Melky. W mengatakan bahwa. "dalam setiap proses koordinasi perwakilan 

masyarakat beserta aparat desa pihak BPD aktif dalam menjembatani hal tersebut, 

akan tetapi ada beberapa hal sudah dilakukan pihak BPD tapi masih kurang 

perannya dalam masyarakat, misalnya aspirasi masyarakat hanya dilakukan dalam 

musrenbang saja, tidak pemah berkumpul musyawarah dengan BPD selain pada 

saat musrenbang itu saja" (wawancara tanggal22 Maret 2018) 

b. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan 

Menyalurkan Aspirasi masyarakat Desa 

Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 khususnya pasal 55 poin 

b, yaitu fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat 

desa. Badan Permusyaratan Desa (BPD) diharapkan menjadi wadah aspirasi bagi 

warga desa dalam mencapai keinginan dan kepentingan masyarakat desa 

misalnya membangun sarana dan prasarana, serta kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh masyarakat desa, sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik 

desa serta menjadi alat kontrol bagi proses penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan ditingkat desa. 

Untuk mengetahui bagaimana fungsi BPD dalam menyerap dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat, penulis mencoba mewawancarai Bapak 

N aftali. P selaku Ketua RT III Desa Kuala Lapang, beliau mengatakan: "Mereka 
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menjalankan tugasnya dengan cukup baik, pada saat dilaksanakannya 

Musrenbangdes maupun juga ketika berdiskusi secara lisan. Mereka menyerap 

seluruh aspirasi atau keingingan wa.tga desa, kemudian menganalisa setiap usulan 

dan memperhatikan aspek-aspek lainnya seperti situasi dan kondisi desa serta 

keuangan/anggaran desa akan tetapi masih ada beberapa hal yang masih dirasa 

kurang seperti BPD jarang mengantor sehingga pada saat ada permasalahan yang 

harus diselesaikan peran BPD disitu sangatlah kurang (wawancara tanggal 22 

Maret 2018). 

Dalam hal ini bentuk pengawasan merupakan aspek penting untuk 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yakni untuk 

memastikan dapat beijalan atau tidaknya fungsi pemerintahan sebagaimana 

seharusnya. Dikaitkan dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan cara 

menjaga legitimasi rakyat terhadap kineija pemerintahan. Caranya dengan 

membentuk sistem pengawasan yang efektif, yakni berupa pengawasan intern 

(internal control) dan pengawasan ekstern (external control). Selain itu, 

pengawasan · masyarakat perlu didorong agar good governance tersebut dapat 

terwujud (Ahmad Fikri Radin, 2013). 

Lebih lanjut wawancara yang dilakukan peneliti dengan ketua RT. VII 

bapak Regen berpendapat bahwa "BPD mampu menjalankan fungsinya dengan 

cukup baik mereka menampung segala aspirasi masyarakat dan keluhan-keluhan 

masyarakat, akan tetapi proses dalam penyampaian hal tersebut ke aparat desa 

masih membutuhkan waktu yang cukup lama dikarena sumber daya manusia 

yang dimiliki BPD masih cenderung kurang hanya sekitar 5 orang dengan 

ketuanya hal tersebut akan banyak mempengaruhi kineija dan keijasama mereka 
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dalam menyusun dan menyerap aspirasi masyarakat dan juga transparansi 

anggaran dilakukan pemerintah desa dengan membuat baliho kemudian di tempel 

atau pasang ditempat yang sering dilalui masyarakat Desa kuala lapang, termasuk 

di kantor desa" (wawancara tanggal22 Maret 2018). 

Melihat dari hasi wawancra diatas maka langkah yang dapat diambil oleh 

pihak BPD adalah melakukan pengawasan secara preventif yaitu pengawasan 

yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan 

preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruanlk:esalahan dalam 

pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini 

disebut preaudit. Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal 

berikut: 

a Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem 

prosedur, hubungan dan tata kerjanya 

b. Membuat pedoman/manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah 

ditetapkan 

c. Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya 

d. Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan 

pembagian pekerjaannya 

e. Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan 

f. Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari 

peraturan yang telah ditetapkan 
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c. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melakukan Pengawasan 

Terhadap Kinerja Kepala Desa 

Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 pada poin c, yaitu melakukan 

pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Terbentuknya BPD itu bertujuan 

mendorong terciptanya partnership yang harmonis serta tidak: kon:frontatif antara 

kepala desa sebagai kepala pemerintah desa dan BPD sebagai wakil-wakil rakyat · 

desa yang diperagak:an oleh lembaga legislatif baik ditingkat kabupatenlkota, 

provinsi dan pusat. Kembalinya fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa, 

yang selama ini didominasi oleh kepala desa, sekarang fungsi kontrol atas 

kekuasaan eksekutif desa dijalankan oleh Badan Permusyaratan Desa (BPD) 

sebagai badan legislatif desa yang merupak:an lembaga kepercayaan masyarak:at. 

Lahimya Badan Permusyaratan Desa (BPD), dinilai sebagai institusi 

politik demokrasi di masyarak:at pedesaaan sebagai pengganti LMD yang 

memberikan suasana baru dalam kehidupan demokrasi di desa Untuk mengetahui 

bagaimana pengawasan yang dilak:ukan oleh Badan Permusyawaratan Desa 

terhadap Kepala Desa di Desa Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat 

Kabupaten Malinau, penulis mewawancarai Kepala Badan Permusyawaratan 

Desa yaitu Bapak: Y onatan, S.Hut., M.Si, beliau mengatak:an: "Mengenai 

pengawasan terhadap kinerja kepala desa, kami sebagai anggota Badan 

Pemusyawaratan Desa melak:ukan pengawasan terhadap keputusan kepala desa 

agar berjalan sesuai dengan peraturan. Jika terdapat kekeliruan atau 

penyimpangan, kami sebagai anggota BPD ak:an mengambil kebijak:an dan 

pemerintah desa dan BPD besama-sama memperbaiki peraturan atau keputusan 

tersebut peran aktif BPD terlihat dari meminta langsung pertanggung jawaban 
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Kades/Pemerintah desa melalui LKPDes kades". (wawancara tanggal 22 Maret 

2018) 

Peneliti melanjutkan wawancara dengan salah satu staf pemerintah desa 

yaitu Kepala desa kuala lapang Narasaw ST MOU desa mendapatkan hasil bahwa 

"anggota BPD yang notabennya adalah mengawasi kinerja perangkat desa atau 

lebih spesifiknya kepala desa sejauh ini cukup baik, BPD mampu menjadi 

fasilitator dalam setiap kegiatan desa kuala lapang, kemudian jika ada kesalahan 

yang dilakukan oleh aparat desa maka pihak BPD akan segera tanggap dalam 

membenahi hal tersebut, akan tetapi masih ada beberapa hal kurang maksimal 

yang dilakukan BPD misalnya jarang turun kerja atau berkantor sehingga proses 

koordinasi berkurang terkait peran BPD itu sendiri dan juga Perdes yang sudah 

terbit jarang disosialisasikan langsung oleh BPD, yang mensosialisasikan 

'! cenderung adalah LPM. ( wawancara tanggal 22 Maret 20 18) 

Kurangnya tingkat disiplin pegawai salah satunya dapat dilihat dari 

manajemen dari pimpinan atau atasan. kontrol atau pegawasan adalah fungsi di 

dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan 

semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang 

melaksanakan sesuaidengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, 

, I 
'I 

pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (built in 

'! 

control), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar 

tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan 

atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung 

pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu 

mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan 
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kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai 

yang tidak memperoleh bimbingan (Kadarisman, 2013) 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fungsi BPD 

a. Faktor-faktor penghambat fungsi Badan Permusyawaratan Desa 

Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi 

BPD di Desa Kuala Lapang saya mewawancarai Kepala BPD Kuala Lapang 

Yonatan, S.Hut., M.Si, beliau mengungkapkan : "Sebenarnya faktor-faktor 

penghambat kami adalah masalah kurangnya SDM atau tenaga ahli yang 

memahami desa maupun organisasi desa dan juga keseluruhan staf BPD jarang 

turon kantor berkaitan dengan tupoksi masing-masing tidak dikerjakan dengan 

baik padahal mereka sudah ditegaskan untuk lebih disiplin". (wawancara tanggal 

22 Maret 2018). Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasan Badan 

Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan suatu organisasi yang efektif, dalam 

pelaksanaan · fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi 

kinerja dalam mencapai tujuan, seperti halnya dengan Badan Permusyawaratan 

Desa, untuk menjadi efektif dan baik tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi 

ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang dapat 

mendukung dan menghambat pelaksanaan pengawasan BPD adalah : 

1) Masyarakat. Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam 

melaksanakan fungsinya, besar dukungan, sambutan dan penghargaan dari 

masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak 

untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya 

pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu PerDes. 

Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segalakeputusan 
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dari BPD dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk pelaksanaan. Pertisipasi 

masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu 

keputusan sangat menentukan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD. Namun 

tidak semua masyarakat menyukai kinerja BPD Desa Kuala Lapang, karena 

tidak semua keputusan yang ditetapkan oleh BPD dan Pemerintah Desa dapat 

diterima oleh seluruh masyarakat. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan 

terkadang mendapat respon yang beraneka ragam baik pro maupun kontra . 

tentunya dapat menghambat langkah BPD dan Pemerintah Desa dalam 

pelaksanaan kebijakan tersebut. 

2) Pola Hubungan kerja Sarna dengan Pemerintah Desa. Berdasarkan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2016 yang mengatur tentang Desa mengungkapkan, 

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di singkat BPD adalah badan 

perwujudan demokrasi sebagai lembaga perpanjangan tangan masyarakat 

yang berfungsi dalam melaksanakan pengawasan Penyelenggaraan 

pembangunan Fisik Desa di tingkat desa, sebagai perwujudan lembaga yang 

menjadi wadah untuk menampung menghimpun dan menyalurkan aspirasi 

dari masyarakat. Lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa yang menerangkan Badan Permusyawaratan Desa di bentuk dari 

pemilihan masyarakat yang pengisiannya di lakukan secara demokratis 

merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah 

untuk mengamanahk:an aspirasi penduduk desa dan menyampaikan pendapat 

seluruh masyarakat. 

43706.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



·I 
I 

89 

3) Pola hubungan keija sama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan 

pemerintah Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kabupaten 

Malinau barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Desa, dimana disebutkan pola 

hubungan keija antara BPD dengan Kepala Desa adalah pola hubungan 

kemitraan dalam menjalankan tugas pemerintahan desa, namun berdasarkan 

hasil penelitian ditemuk:an bahwa ada beberapa personil BPD merasa lebih 
, I 

tinggi posisinya dari pada Kepala Desa. BPD sebagai lembaga perwakilan 

yang ada di Desa Kuala Lapang memiliki fungsi yang dapat mendorong 

kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan Desa Oleh karena itu 

kehadiran BPD diharapkan berfungsi sebagai suatu lembaga yang memiliki 

tanggung jawab yang cukup besar dalam membangun Desa serta menjadi 

mitra keija dengan pemerintah Desa. Walaupun Badan Permusyawaratan 

Desa memiliki tugas dan fungsi yang dapat mendorong kelancaran 

pelaksanaan pembangunan desa Namun Badan Permusyawaratan Desa juga 

memiliki kendala dalam usaha pelaksanaanya 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Fungsi Badan Permusyawaratan 

Desa 

. : 
' Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil ketua BPD Benni Sola 

i Gracia, SH mendapatkan hasil bahwa "SDM diperangkat desa maupun BPD 

masih dalam kategori yang kurang baik sebagai contoh dalam sistem pemilihan 

RT dilakukan aklamasi atau ditunjuk langsung tanpa ada pemilihan, dikarenakan 

dari masyarakat tidak ada yang mau menjadi BPD dikarenakan kemampuan 

SDM yang masih kurang. (wawancara tanggal 22 Maret 2018). Lebih lanjut 

peneliti melanjutkan wawancara dengan salah satu tokoh adat mengatakan 
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bahwa "SDM yang dimiliki BPD belum optimal dalam melayani masyarakat 

terlihat dari mereka jarang turun bekerja atau masuk kantor, kemudian 

berdasarkan dari laporan masyarakat yang saya terima Perdes yang terbit 

berdasarkan usulan dari pemerintah desa saja, tidak pemah usulan dari BPD. 

BPD hanya ikut dalam proses musrenbang saja"(wawancara tanggal 23 Maret 

2018) 

1) Sosalisasi tentang Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Masih 

ada sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa yang belum 

memahami betul apa dan fungsi mereka, oleh karena itu sikap arogansi ini 

muncul karena adanya ketidaktahuan mereka terhadap tugas dan fungsi 

yang dimaksud. 

2) Sikap Mental. Masalah sikap mental bagi anggota Badan 

Permusyawaratan Desa dirasa penting untuk diangkat mengingat sebagian 

anggota Badan Permusyawaratan Desa memiliki sikap mental yang kurang 

baik, hal ini dicerminkan dari arogansi pribadi yang menilai negatif 

terhadap Fungsi Badan Permusyawaran Desa serta selalu menjatuhkan 

Kepala Desa apabila melanggar dari berbagai ketentuan yang ada. Padahal 

lembaga ini harus mampu menjalin keakraban dan kerja sama dengan 

kepala desa. Adanya sikap yang tidak mau mengalah, menang sendiri . 

dalam mengemukakan pendapat, kurang menghargai pendapat orang lain 

masih saja tampak dalam sikap mental dari sebagian anggota Badan 

Permusyawaratan Desa. 

3) Ketergantungan Terhadap Adat Istiadat/tradisi. Adat istiadat atau 

kebiasaan yang buruk yang masih diwarisi sejak nenek moyang terdahulu 
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sampat kini masih di bawah oleh sebagian anggota Badan 

Permusyawaratan Desa, ini dapat dilihat dari sikap feodalisme, kurang 

menghargai waktu, tidak berdisiplin masih saja tampak dalam sikap yang 

tercermin dari para anggota Badan Permusyawaratan Desa. Dalam 

meningkatkan pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa maka 

perlu diupayakan adat istiadat yang memiliki makna positif dalam 

Penyelenggaraan Pembangunan Desa. 

4) Faktor Tanggung Jawab. Salah satu kendala yang turut mempengaruhi 

pelaksana tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah kurangnya tanggung 

jawab, padahal masalah tanggungjawab ini dianggap penting. Oleh karena 

itu diharapakan bagi para anggota Badan Permusyawaratan Desa harus 

perlu memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Kurangnya 

tanggung jawab ini dapat mencerminkan melalui datang terlambat apabila 

diundang rapat, menunda tugas-tugas yang diberikan, dan lain-lain. 

5) Keahlian dan Keterampilan. Masalah keahlian dan keterampilan ini juga 

menjadi penghambat bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya. Ketrampilan seperti cara membuat 

Peraturan Desa, menggali potensi Desa mampu memimpin rapat-rapat 

Desa, mengajukan pendapat dan memberikan saran yang positif harus 

perlu dimiliki oleh para anggota Badan Permusyawaratan Desa. 

6) Sarana dan Prasarana. Masalah Sarana dan Prasarana juga menjadi salah 

satu faktor yang turut mendapat perhatian, misalnya pengadaan peralatan 

seperti mesin mesin ketik, alat tulis, buku-buku petunjuk buku administrasi 
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dan lain-lain akan sangat diperluk:an dalam kaitan dengan pelaksanaan 

tugas bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri. 

7) Kendala dari Perangkat Desa. Ada berbagai kendala yang ditemui 

berdasarkan pengamatan, kendala tersebut antara lain: Pertama: Bahwa 

perangkat desa yang merasa takut dengan diadakannya Badan 

Permusyawaratan Desa ini untuk: melakukan berbagai intervensi kegiatan 

guna mengeliminir akibat-akibat yang mungkin terjadi .. Ketakutan 

perangkat desa ( dimana disebutkan oleh masyarakat) menyebabkan 

perangkat mencoba berbagai cara, yang kiranya dapat diperkecil akibat 

yang mungkin timbul. Tindakan yang dilakukakan oleh perangkat desa 

adalah dengan mencoba memasuk:an orang-orang kedalam keanggotaan 

Badan Permusyawaratan Desa. Dengan adanya orang-orang tersebut 

diharapkan mereka akan dapat mempengaruhi keputusan tersebut 

merugikan perangkat desa. Semakin banyak orang yang duduk dalam 

keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, · diharapkan pengaruhnya 

dalam pembuatan keputusan akan semakin besar. Isu yang diangkat adalah 

Isu pendidikan. Biasanya perangkat desa mencoba memasukan orang­

orang· yang mempunyai pendidikan yang tinggi misalnya berpendidikan 

Sarjana, hila pendidikan mereka lebih tinggi maka pengetahuan mereka 

akan lebih besar serta memiliki wawasan yang luas sehingga akan lebih 

mampu dalam memutuskan suatu permasalahan. Kedua :Sosialisasi yang 

diadakan kurang, sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat belum 

banyak diketahui tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu sendiri. 
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8) Kendala dari Masyarakat. Kendala yang ada dalam masyarakatpun ada 

dua: Pertama :Kurangnya keterkaitan masyarakat dalam bidang politik. 

Kedua : Banyak masyarakat yang kurang tertarik dibidang politik hila 

dibandingkan dengan masalah Ekonomi 

C. Pembahasan 

1. Fungsi BPD 

Dalam Fungsi Pengawasan misalnya, diatur agar obyek yang diawasi jelas. 

Selain itu dalam menjalankan Fungsi Pengawasan terutama pelaksanaan hak 

meminta keterangan kepada Kepala Desa, maka ketentuannya harus disampaikan 

sekurang-kurangnya oleh 5 (Lima) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa 

yang merupakan sikap lembaga dan bukan merupakan sikap perorangan atau 

kelompok orang disamping mengurangi terjadinya penyimpangan demokrasi 

dalam demokrasi perwakilan (Distrortionof representasion democration). 

Berdasarkan observasi dilapangan penulis melihat adanya kesesuaian 

pembuatan Peraturan desa Kuala Lapang dengan tata cara atau alur pembuatan 

peraturan menurut Permendagri No. Ill Tahun 2014. Yaitu masyarakat didesa 

Kuala Lapang melaporkan kepada perangkat desa terkait suatu masalah yang 

dihadapi dilapangan, kemudian dengan mengundang seluruh tokoh dan elemen 

masyarakat desa, kepala desa menyusun suatu rancangan peraturan desa yang 

kemudian diserahkan kepada BPD untuk dikaji, apakah peraturan tersebut sudah 

sesuai dengan memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan, jika dinilai 

berpotensi menjadi masalahlberdampak negatif, akan dikembalikan kepada 

masyarakat, jika berdampak positif maka BPD akan menyetujui rancangan 

43706.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



94 

peraturan tersebut. Kemudian Sekretaris Desa Mengundangkan Peraturan Desa 

dalam lembaran Desa. Dan tahapan terakhir pemerintah desa dan BPD 

memberikan informasi mengenai Peraturan Desa · tersebut kepada seluruh 

masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana fungsi BPD dalam membahas dan 

menyepakati rancangan peraturan desa, 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai peraturan desa, kami selaku BPD 

tidak mempermasalahkannya selama peraturan itu tidak merugikan masyarakat 

dan sesuai dengan peraturan yang ada, serta tidak ada keluhan-keluhan dari 

masyarakat, BPD cukup mengetahui saja dan menampung segala aspirasi 

masyarakatdan di bawa ke musrenbang RT untuk dapat terakomodir usulan 

pembangunan atau kegiatan dari masyarakattetapi tetap kami awas1 

pelaksanaannya apakah sudah sesuai atau belum. Lebih lanjut dalam menguatkan 

pendapat tersebut tentang membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa 

bersama kepala desa peneliti mendapat hasil wawancara lebih lanjut bahwa peran 

BPD dalam penetapan dan penyusunan peraturan desa sangat baik atau dalam 

kategori aktif terlihat dari peran BPD sebagai mitra keija dari pemerintah desa 

BPD selalu menagawasi peraturan desa yang sudah ditetapkan dan hams 

dijalankan, peran aktif BPD terlihat juga selalu membantu monitoring kegiatan 

yang ada didesa kuala lapang. 

Senada dengan penelitian terdahulu lndra (20 17) Kineija BPD Desa 

Kedungprahu dalam menjalankan perannya, khususnya dalam perencanaan 

pembangunan desa sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari terlaksananya 3 peran 

dan fungsi BPD yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa 

bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan 
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mengawasi kinerja dari Kepala Desa. Sedangkan hambatan yang dialami oleh 

BPD dalam perencanaan pembangunan desa dapat dibagi menjadi 2, yaitu 

hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal berupa keterbatasan 

ketrampilan dan pengetahuan anggota BPD dalam penyusunan peraturan desa, 

terbatasnya anggaran operasional yang diberikan untuk BPD dan pekerjaan 

sebagai BPD bukan prioritas utama anggota BPD. Sedangkan Hambatan 

eksternalnya berupa tingkat pendidikan masyarakat desa yang tergolong masih 

rendah, rendahnya minat · masyarakat untuk ikut aktif berpartisipasi 

menyampaikan pendapat dan kurangnya pembekalan dan bimbingan teknis dari 

pemerintah daerah kepada BPD 

Dampak dari pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa dan 

pemerintah desa diharapakan akan mampu meningkatkan : 

1. Proses Demokrasi 

2. Peran Serta Masyarakat 

3. Pemerataan dan Keadilan 

4. Memperhatikan potensi dan keanekaragaman 

Fungsi badan permusyawaratan desa dalam membahas dan menyepakati 

rancangan peraturan desa bersama kepala desa pada desa kuala lapang 

berdasarkan observasi dilapangan penulis melihat adanya kesesuaian pembuatan 

Peraturan desa Kuala Lapang dengan tata cara atau alur pembuatan peraturan 

menurut Permendagri No. 111 Tahun 2014. Lebih lanjut dalam fungsi badan 

permusyawaratan desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat 

desa, berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 khususnya pasa155 poin b, 

yaitu fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa 
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sudah cukup baik: contohnya semua aspirasi dan keluhan masyarakat dapat 

disampaikan dalam fomum oleh BPD akan tetapi masih ada beberapa yang kurang 

salah satu contohnya lambatnya proses yang dialakukan oleh pihak BPD dalam 

menindak lanjuti sebuah kasus atau keluhan masyarakat dikarenakan anggota 

BPD jumlahnya kl.rrang dan jarang turun kerja atau tidak ada ditempat: 

Fungsi BPD lainnya dalam hal melak.ukan pengawasan terhadap kinerja 

kepala desa sesuai dengan Undang-Undang No.6 tahun 2014 pada poin c, yaitu 

melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa di desa kuala lapang cukup 

baik. BPD mampu menjadi fasilitator dalam setiap kegiatan desa kuala lapang, 

kemudian jika ada kesalahan yang dilakukan oleh aparat desa maka pihak BPD 

akan segera tanggap dalam membenahi hal tersebut, akan tetapi masih ada 

beberapa hal kurang maksimal yang dilakukan BPD misalnya jarang turun kerja 

atau berkantor sehingga proses koordinasi berkurang terkait peran BPD itu sendiri 

dan juga Perdes yang sudah terbit jarang disosialisasikan langsung oleh BPD, 

yang mensosialisasikan cenderung adalah LPM. 

Senada dengan penelitian yang dilakukan Ali (2010) berkaitan dengan 

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait 

Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan 

Peraturan Desa di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa pembuatan Peraturan Desa sudah dilakukan melalui tahapan­

tahapan yang benar dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2004 juncto Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa juncto 

Peraturan Mendagri No 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan 

Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, yakni melalui tahap inisiasi, sosio politis 
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dan yuridis. Simpulan dari basil penelitian tersebut adalah BPD dalam 

melaksanakan fungsi legislasi yaitu proses pembuatan Peraturan Desa telah sesuai 

dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada namun fungsi legislasi BPD 

belum dapat berjalan secara maksimal, hal ini ditunjukan dengan kurang 

· komprehensipnya BPD di Kecamatan W anasari dalam membingkai peraturan-

peraturan desa yang masih bersifat konvensional atau kebiasaan kedalam bentuk 

peraturan tidak tertulis. 

BPD sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan 

Pancasila berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa. Menurut 

Soemartono; 2006 terdapat beberapa jenis hubungan antara pemerintah desa dan 

Badan Perwakilan Desa. Pertama, hubungan dominasi artinya dalam 

melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. Kedua, 

hubungan subordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak 

kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan 

diri tunduk pada kemauan pihak pertama. Ketiga, hubungan kemitraan artinya 

pihak pertama dan kedua se-level dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, 

kerjasama dan saling mengbargai. Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan 

masyarakat desa, masing-masing unsur Pemerintah Desa dan BPD dapat 

menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. 

Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan 

Pemerintah Desa harus didasari pada filosofi antara lain. (Wasistiono, 2006:36). 

a. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra; 

b. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai; 

c. Adanya prinsip saling menghormati; 
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d. Adanya niat baik untuk: membantu dan sating mengingatkan. 

Upaya pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa 

juga merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk: membangun proses dan 

Implementasi Good Governance yang dikembangkan di masing-masing Desa 

diseluruh Indonesia, yang intinya juga dapat meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan Pemerintahan dalam Optimalisasi pelayanan prima kepada 

masyarakat. Kepentingan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dapat sebagai suatu upaya untuk : 

1. Kemandirian Desa dalam kaitan dengan : 

a. Proses pengambilan keputusan 

b. Hak untuk: mengelola sumber daya Desa 

c. Pengelolaan konflik diDesa dengan mekanisme yang dimiliki. 

d. Hak untuk: memilih pemimpinnya sendiri 

e. Terjaganya Harmonisasi antar hukum adat istiadat dengan hukum positif 

(Nasional ). 

2. Partisipasi pengawasan proyek pembangunan yang dilakukan oleh Kabupaten 

di Desa (seperti misalnya tugas pembantun) 

3. Mendorong keberanian desa dalam mengambll dan menyuarakan aspirasi di 

Kabupaten, sehingga merniliki bargaining position yang cukup kuat. 

Dalam mengoptimalisasikan hubungan kerja antara Badan 

Permusyawaratan Desa dengan pemerintah Desa maka diperlukan pemahaman 

tentang konsep KISS (Koordinasi, Integrasi, Simplikasi, dan 

Sinkrmiisasi).Dengan konsep ini diharapkan akan memperkuat kemandirian 

Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugasnya 
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terutama adanya pembagian pengaturan kekuasaan yang jelas. Berdasarkan 

kedudukan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa maka tidak berlebihan 

kiranya bahwa pemerintah telah menaruh perhatian besar terhadap prospek 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pembangunan Demokrasi 

diDesa pada masa yang akan datang. 

Dengan menempatkan Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah 

Desa secara Proposional dalam konstelasi pemerintah desa maka akan terwujud 

suatu sistem politik di Desa yang di bangun dan disepakati dari bawah sehingga 

pada gilirannya akan terwujud Pemerintahan Desa yang mandiri dan kuat. Dalam 

Perspektif pemerintah kabupaten kondisi Desa yang kuat akan mandiri tersebut 

sangat menguntungkan bagi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan 

demikian penciptaan hubungan ke:rja antara Badan Permusyawaratan Desa dengan 

Pemerintah Desa sangat penting dan mampu menciptakan hubungan mitra ke:rja, 

bukan oposisi apalagi rekan kolusi antara Kepala Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa. 

Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil rakyat yang berfungsi 

pokoknya adalah melakukan kontrol kepada pelaksanaan Pemerintah Desa 

mengingat pentingnya Fungsi Badan permusyawaratan Desa, maka harus 

didukung upaya untuk senantiasa mengingatkan kualitas para anggotanya 

sehingga mampu menjalankan fungsinya dalam pengawasan penyelenggaraan 

secara maksimal. 

Pasall ayat (2) Lampiran lnstruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam merencanakan dan melaksana~ pengawasan, yakni: 
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a. Agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilak:ukan secara tertib 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

berdasarkan sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan agar 

tercapai daya guna, hasil guna, dan tepat guna yang sebaik-baiknya. 

b. Agar pelaksanaan pembangunan dilak:ukan sesuai dengan rencana dan 

program Pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku 

sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan. 

c. Agar hasil-hasil pembangunan dapat dinilai seberapa jauh tercapai untuk 

memberi umpan balik berupa pendapat, kesimpulan, dan saran terhadap · 

kebijaksanaan, perencanaan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas umum 

pemerintahan dan pembangunan. 

d. Agar sejauh mungkin mencegah te{jadinya pemborosan, kebocoran, dan 

penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang, dan 

perlengkapan milik negara, sehingga dapat terbina aparatur yang tertib, 

bersih, berwibawa, berhasil guna, dan berdaya guna. 

Menurut Phillipus Mandiri Hadjon, dkk (2008), hubungan di antara 

tingkat-tingkat dalam pemerintahan harus dibedakan antara hubungan vertikal 

(pengawasan, konstrol, dsb.) dengan hubungan horisontal (peljanjian keljasama di 

antara para pejabat yang berada pada tingkat yang sama). Alasan hubungan 

vertikal yang berupa pengawasan yang dilak:ukan oleh badan-badan pemerintah 

tingkat lebih tinggi terhadap badan yang lebih rendah adalah: 

a. Koordinasi: mencegah atau mencari penyelesaian konfliklperselisihan 

kepentingan misalnya di antara kotapraja ( sekarang kabupatenlkota) 
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b. Pengawasan kebijaksanaan: disesuaikannya kebijaksanaan dari aparat 

pemerintah yang lebih rendah terhadap yang lebih tinggi 

c. Pengawasan kualitas: kontrol atas kebolehan dan kualitas teknis 

pengambilan keputusan dan tindakan-tindakan aparat pemerintah yang 

lebih rendah 

d. Alasan-alasan keuangan: peningkatan kebijaksanaan yang tepat dan 

seimbang dari aparat pemerintah yang lebih rendah 

e. Perlindungan hak dan kepentingan warga: dalam situasi tertentu mungkin 

diperlukan suatu perlindungan khusus untuk kepentingan dari seorang 

warga 

Dari hasil penelitian ini terkait fungsi BPD dalam menjalankan tugasnya 

pada desa kuala lapang dalam kategori cukup baik, BPD mampu menjalankan 

fungsingnya sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang 

berlaku walaupun masih ada beberapa hal yang masih kurang terutama tentang 

faktor sumber daya manuasia. Kemudian faktor yang paling berpengaruh dalam 

kinerja BPD itu sendiri adalah faktor sumber daya manusia baik dari internal BPD 

maupun faktor masyarakat di desa kuala lapang yang kurang dapat bekerjasama 

dengan baik. 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fungsi BPD 

Penyelenggaraan Pemerintah Desa meniasuki era baru dengan pengaturan 

yang ada pada pemerintah kabupaten dan memberikan kesempatan yang luas 

untuk partisipasi masyarakat Desa dalam proses pembuatan kebijakan tingkat desa 

dengan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa. Kehadiran Badan 

Permusyawaratan Desa telah membawa perubahan mendasar dalam 
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penyelenggaraan pemerintahan desa karena fungsi Badan Permusyawaratan Desa 

yang sangat strategis. Sampai dengan saat ini Badan Permusyawaratan Desa telah 

dapat menjalankan tugas dan fungsinya, terbukti dengan berhasilnya beberapa 

desa telah dapat menyelesaikan agenda desa yang penting menyangkut pemilihan 

Kepala Desa dimana proses pemilihan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung 

jawab Badan Permusyawaratan Desa. 

Saat ini Badan Permusyawaran Desa merupakan wahana untuk 

menyalurkan aspirasi sekaligus sebagai perwakilan rakyat yang turut serta 

membuat kebijakan Desa. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa juga 

diharapkan berperan dalam meredam konflik-konflik kepentingan di Desa. 

Mengingat kedudukannya sebagai badan perwakilan sehingga tidak semua 

permasalahan harus diselesaikan di tingkat pemerintahan Kabupaten. Sebagai 

mitra pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa merupakan patner bagi 

pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kedudukan sebagai 

mitra pemerintah desa menyebabkan di antara keduanya tidak ada yang lebih 

tinggi maupun lebih rendah, sehingga dalam peraturan telah diatur bahwa 

walaupun Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan 

Permusyawaratan Desa tetapi BPD ·tidak dapat secara langsung memberhentikan 

Kepala Desa. 

Badan Permusyawaratan Desa hanya berhak mengusulkan pemberhentian 

Kepala Desa melalui Bupati, sebaliknya juga Kepala Desa tidak dapat 
I 

'' 
membubarkan Badan Permusyawaratan Desa. Dengan memahami kedudukan 

Badan Permusyawaratan Desa tersebut, diharapkan Badan Permusyawaratan Desa 

dapat melakukan Fungsinya dalam pengawasan pemerintah Desa dengan baik dan 
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dinamis. Sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi Pancasila. Badan 

Permusyawaratan Desa dituntu untuk melakukan Fungsinya dalam Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan 

Desa ditetapkan dalam peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa yang 

ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa. Dengan adanya 

Fungsi Pengawasan tersebut Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga 

yang strategis diDesa sehingga keberhasilan dan kemajuan suatu desa akan sangat 

tergantung dari kualitas anggota Badan Permusyawaratan Desa disamping 

kepemimpinan Kepala Desa. Dalam kaitan tersebut pemerintah kabupaten 

bersama DPRD berusaha membuat rule of the game (beberapa peraturan daerah) 

yang dapat menjamin pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa tersebut 

secara optimal sekaligus menjamin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat 

berjalan kuat. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi hadan permusyawaratan desa 

untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam. pelaksanaan fungsi BPD di 

desa kuala lapang yang paling menonojol adalah tentang sumber daya manuasi~ 

dalah hal ini seperti tidak dissiplinnya anggota BPD, keputusan dan bentuk 

koordinasi BPD juga kurang baik jadi banyak beberapa tupoksi yang sesuai 

dengan jabatan anggota BPD masih belum berjalan dengan baik.Hasil 

wawancara faktor-faktor penghambat kami adalah masalah kurangnya SDM atau 

tenaga ahli yang memahami desa maupun organisasi desa dan juga keseluruhan 

staf BPD jarang turun kantor berkaitan dengan tupoksi masing-masing tidak 

dikerjakan dengan baik padahal mereka suciah ditegaskan untuk lebih disiplin. 

Lebih lanjut basil wawancara berikutnya SDM diperangkat desa maupun BPD 
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masih dalam kategori yang kurang baik sebagai contoh dalam sistem pemilihan 

RT dilakukan aklamasi atau ditunjuk langsung tanpa ada pemilihan, dikarenakan 

dari masyarakat tidak ada yang mau menjadi BPD dikarenakan kemampuan 

SDM yang masih kurang. 

Peneliti melanjutkan wawancara dengan salah satu tokoh adat 

mengatakan · bahwa SDM yang dimiliki BPD belum optimal dalam melayani 

masyarakat terlihat dari mereka jarang turun bekerja atau masuk kantor, 

kemudian berdasarkan dari laporan masyarakat yang saya terima Perdes yang 

terbit berdasarkan usulan dari pemerintah desa saja, tidak pemah usulan dari 

BPD. BPD hanya ikut dalam proses musrenbang saja. 

Penelitian yang dilakukan Ramayanti (2008) tentang 'Studi Evaluasi 

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Otonomi 

Daerah di Kelurahan Karangduwet Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunung Kidul 

Yogyakarta" .. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan 

masyarakat dalam bidang penyelengaaraan pemerintahan. Pada masa orde bam 

pelibatan masyarakat di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di laksanakan 

melalui pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga 

Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Namun lembaga tersebut kurang berfungsi 

secara proporsional, hanya berfungsi sebagai tangan kanan dari Kepala Desa. 

Pada sisi lainnya, hegemoni penguasa desa sangat dominan dalam segala hal. 

Akibatnya masyarakat kurang bisa belajar berdemokrasi. Hal ini dibuktikan 

dengan kekuasaan Kepala Desa yang dapat dikatakan analog dengan kekuasaan 

diktator atau raja absolute, sehingga masyarakat kurang dapat secara leluasa 

menyalurkan aspirasinya. 
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Faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat pelaksanaan 

pengawasan BPD adalah : 

a. Masyarakat. Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD 

dalam melaksanakan fungsinya, besar dukungan, sambutan dan 

penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih 

mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan 

dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari 

pelaksanaan suatu PerDes. Namun tidak semua masyarakat menyukai 

kinerja BPD Desa Kuala Lapang, karena tidak semua keputusan yang 

ditetapkan oleh BPD dan Pemerintah Desa dapat diterima oleh seluruh 

masyarakat. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan terkadang mendapat 

respon yang beraneka ragam baik pro maupun kontra tentunya dapat 

menghambat langkah BPD dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan 

kebijakan tersebut 

b. Pola Hubungan kerja Sarna dengan Pemerintah Desa Berdasarkan 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 yang mengatur tentang Desa 

mengungkapkan, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di 

singkat BPD adalah badan perwujudan demokrasi sebagai lembaga 

perpanjangan tangan masyarakat yang berfungsi dalam melaksanakan 

pengawasan Penyelenggaraan pembangunan Fisik Desa di tingkat desa, 

sebagai perwujudan lembaga yang menjadi wadah untuk menampung 

menghimpun dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Lebih lanjut 

didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang 
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menerangkan Badan Permusyawaratan Desa di bentuk dari pemilihan 

masyarakat yang pengisiannya dilakukan secara demokratis merupakan 

wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah untuk 

mengamanahkan aspirasi penduduk desa dan menyampaikan pendapat 

seluruh masyarakat. 

c. Pola hubungan ket.ja sama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan 

pemerintah Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kabupaten 

Malinau barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Desa, dimana disebutkan 

pola hubungan ket.ja antara BPD dengan Kepala Desa adalah pola 

hubungan kemitraan dalam menjalankan tugas pemerintahan desa, namun 

berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ada beberapa personil BPD 

merasa lebih tinggi posisinya dari pada Kepala Desa. BPD sebagai 

lembaga perwakilan yang ada di Desa Kuala Lapang memiliki :fungsi yang 

dapat mendorong kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan 

Desa. Oleh karena itu kehadiran BPD diharapkan berfungsi sebagai suatu 

lembaga yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam 

membangun Desa serta menjadi mitra ket.ja dengan pemerintah Desa 
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A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan 

pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati 

Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa. Kesesuaian pembuatan 

Peraturan desa Kuala Lapang dengan tata cara/alur pembuatan peraturan 

menurut Permendagri No. 111 Tahun 2014. Yaitu masyarakat didesa Kuala 

Lapang melaporkan kepada perangkat desa terkait suatu masalah yang 

dihadapi dilapangan, kemudian dengan mengundang seluruh tokoh dan 

elemen masyarakat desa, kepala desa menyusun suatu rancangan peraturan 

desa yang kemudian diserahkan kepada BPD untuk dikaji, apaka.lt peraturan 

tersebut sudah sesuai dengan memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan, 

jika dinilai berpotensi menjadi masalahlberdampak negatif, akan 

dikembalikan kepada masyarakat, jika berdampak positif maka BPD akan 

menyetujui rancangan peraturan tersebut. Kemudian Sekretaris Desa 

Mengundangkan Peraturan Desa dalam lembaran Desa kemudian tahapan 

terakhir pemerintah desa dan LPM saja yang memberikan informasi 

mengenai Peraturan Desa tersebut kepada seluruh masyarakat. 

2. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan 

Aspirasi masyarakat Desa. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 

khususnya pasal 55 poin b, yaitu fungsi BPD dalam menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat desa Badan Permusyaratan· Desa (BPD) 
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3. diharapkan menjadi wadah aspirasi bagi warga desa dalam mencapai 

keinginan dan kepentingan masyarakat desa misalnya membangun sarana dan 

prasarana, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat 

desa,sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa serta menjadi alat 

kontrol bagi proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

ditingkat desa. · Dalam hal ini Badan Permusyaratan Desa (BPD) mampu 

melaksanakan dengan. baik fungsi tersebut walau masih ada beberapa hal· 

kurang seperti kedisiplinan anggota BPD yang sangat kurang sehingga 

membuat lambatnya proses· dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

4. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melakukan Pengawasan 

Terhadap Kinerja Kepala Desa. Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 

pada poin c, yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. 

Terbentuknya BPD itu bertujuan mendorong terciptanya partnership yang 

harmonis serta tidak konfrontatif antara kepala desa sebagai kepala 

pemerintah desa dan BPD sebagai wakil-wakil rakyat desa yang diperagakan 

oleh lembaga legislatif baik ditingkat kabupatenlk:ota, provinsi dan pusat. 

Kembalinya fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa, yang selama ini 

didominasi oleh kepala desa, sekarang fungsi kontrol atas kekuasaan 

eksekutif desa dijalankan oleh Badan Permusyaratan Desa (BPD) sebagai 

badan legislatif desa yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat. 

Lahimya Badan Permusyaratan Desa (BPD), dinilai sebagai institusi politik 

demokrasi di masyarakat pedesaaan sebagai pengganti LMD yang 

memberikan suasana barn dalam kehidupan demokrasi di desa Untuk 

mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Badan 
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Permusyawaratan Desa terhadap Kepala Desa di Desa Kuala Lapang 

Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau 

5. Fak:tor-fak.tor penghambat fungsi Badan Permusyawaratan Desa Faktor­

faktor yang dapat mendukung dan menghambat pelaksanaan pengawasan 

BPD adalah masyarakat, pola hubungan kerja Sarna dengan Pemerintah Desa, 

dan pola hubungan kerja sama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan 

pemerintah desa telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan kekurangan 

SDM yang berkompeten dalam melaksanakan tupoksi sesuai dengan 

jabatannya masing-masing 

6. Faktor-fak.tor yang mempengaruhi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 

terdiri dari sosialisasi tentang tugas dan fungsi Badan Perrimsyawaratan Desa, 

Silcap mental, ketergantungan terhadap adat istiadat/tradisi, faktor tanggung 

jawab, keahlian dan keterampilan, sarana dan prasarana, kendala dari 

perangkat desa, kendala dari masyarakat 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan 

diatas, maka peneliti memberikan sara-saran yang nantinya diharapakan mampu 

memperbaiki maupun menyempurnakan pelaksaan fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, 

Kabupaten Malinau, adapun saran-saran-saran tersebut ialah: 

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Kuala Lapang segera 

melakukan penambahan anggota agar mampu memaksimalkan pekerjaan 

yang semakin harinya selalu bertambah, juga dalam menampung aspirasi 
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masyarak:at mampu dilak:ukan dengan wak:tu yang singkat dan meningk:atkan 

kedisiplinan anggota. 

2. Dalam proses pengawasan yang dilak:ukan Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) di desa Kuala Lapang agar sesuai dengan kondisi yang ada seperti 

dana di desa juga permintaan masyarak:at desa. 

3. Perlunya bantuan pihak: masyarak:at dalam membantu bentuk pengawasan 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Kuala Lapang agar aparat desa 

mengerti ak:an tanggung jawab yang harus mereka kerjak:an, masyarak:at juga 

tidak: hanya diam ketika terjadi hal-hal yang tidak: sesuai dengan keputusan 

atau aturan yang dibuat oleh aparat desa. 
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Lampiran 1. Pedoman Wawancara 

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM 
MENJALANKAN FUNGSI PENGA WAS AN (STUDY P ADA 

PEMERINTAHDESAKUALALAPANGKECAMATANMALINAU 
BARA T KABUP ATEN MALIN AU) 

DAFTARPERTANYAAN 

(Daftar pertanyaan ini hanyalah garis besar pertanyaan dalam wawancara 
langsung. Pertanyaan ini akan berkembang sesuai dengan hasil jawaban atas 
pemyataan tersebut) 

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa di desa kuala lapang? 

114 

2. Apakah Badan Permusyawaratan Desa ikut serta dalam membahas dan 

Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa? 

3. Sejauh mana peran dan keaktifan Badan Permusyawaratan Desa Dalam 

Menampung dan Menyalurkan Aspirasi masyarakat Desa? 

4. Apakah Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan 

Aspirasi masyarakat Desa secara langsung kepada masyarakat? 

5. Apakah keseruruhan pengurusBadan Permusyawaratan Desa aktif dalam 

setiap tugas dan tanggung jawabnya? 

6. . Bagaimana kompetensi keseruruhan pengurus Badan Permusyawaratan Desa 

dalam menjalankan setiap tugas dan tanggungjawabnya? 

7. Bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melakukan 

Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa? 

8. ApakahBadan Permusyawaratan Desa mempunyai program tersendiri untuk 

masyarakat desa maupun masukan kepada kepala desa? 

9. Faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa 

pada desa kuala lapang? 
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10. Sejauh mana dampak yang dirasakan oleh masyarakat desa kuala lapang 

dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa? 

11. Apakah Badan Permusyawaratan Desa melakukan transparansi setiap 

pekerjaan yang dilakukan dan transparansi dana. Kemudian bagaimana cara 

Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan hal tersebut 

12. Apakah sarana dan prasarana Badan Permusyawaratan Desa menunJang 

lembaga tersebut? 
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Lampiran 2. Matriks hasil wawancara dari informan 

No Indikator Hasil Wawancara yang telah direduksi 

1. Fungsi Badan a. Y. Mengenai peraturan desa, kami selaku 

Permusyawaratan Desa BPD tidak mempermasalahkannya selama 

Dalam Membahas dan peraturan itu tidak: merugikan masyarak:at 

Menyepak:ati Rancangan 

Peraturan Desa Bersama 

Kepala Desa 

dan sesuai dengan peraturan yang ada, serta 

tidak: ada keluhan-keluhan dari masyarak:at, 

BPD cukup mengetahui saja dan 

menampung segala aspirasi masyarak:at dan 

di bawa ke musrenbang RT untuk dapat 

terakomodir usulan pembangunan atau 

kegiatan dari masyarakat tetapi tetap kami 

awasi pelak:sanaannya apak:ah sudah sesuai 

atau belum 

b. N. peran BPD dalam penetapan dan 

penyusunan peraturan desa sangat baik atau 

dalam kategori aktif terlihat dari peran BPD 

sebagai mitra kerja dari pemerintah desa 

BPD selalu menagawasi peraturan desa 

yang sudah ditetapkan dan harus dijalankan, 

perak aktif BPD terlihat juga selalu 

membantu monitoring kegiatan yang ada 

didesa kuala lapang 

c. MW. dalam setiap proses koordinasi 

perwak:ilan masyarak:at beserta aparat desa 

pihak: BPD aktif dalam menjembatani hal 

tersebut, akan tetapi ada beberapa hal sudah 

dilakukan pihak: BPD tapi masih kurang 

perannya dalam masyarakat, misalnya 

aspirasi masyarakat hanya dilakukan dalam 

musrenbang saja, tidak: pemah berkumpul 

musyawarah dengan BPD selain pada saat 
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musrenbang itu saja 

Fungsi Badan a. NP. Mereka menjalankan tugasnya dengan 

Permusyawaratan Desa 

Dalam Menampung dan 

Menyalurkan Aspirasi 

masyarak:at Desa 

cukup baik, pada saat dilak:sanak:annya 

Musrenbangdes maupun juga ketika 

berdiskusi secara lisan. Mereka menyerap 

seluruh aspirasi atau keingingan warga desa, 

kemudian menganalisa setiap usulandan 

memperhatikan aspek-aspek lainnya seperti 

situasi dan kondisi desa serta 

keuanganlanggaran desa ak:an tetapi masih 

ada beberapa hal yang masih dirasa kurang 

seperti BPD jarang mengantor sehingga 

pada saat ada permasalahan yang harus 

diselesaikan peran BPD disitu sangatlah 

kurang 
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b. BPD mampu menjalankan fungsinya 

dengan cukup baik mereka menampung 

segala aspirasi masyarakat dan keluhan­

keluhan masyarakat, akan tetapi proses 

dalam penyampaian hal tersebut ke aparat 

desa masih membutuhkan waktu yang 

cukup lama dikarena sumber daya manuasi 

yang dimiliki BPD masih cenderung kurang 

hanya sekitar 5 orang dengan ketuanya hal 

tersebut akan banyak mempengaruhi kinerja 

dan kerjasama mereka dalam menyusun dan 

menyerap aspirasi masyarakat dan juga 

transparansi anggaran dilakukan pemerintah 

desa dengan membuat baliho kemudian di 

tempel atau pasang ditempat yang sering 

dilalui masyarakat Desa kuala lapang, 

termasuk di kantor desa 

3 Fungsi Badan a. Y. Mengenai pengawasan terhadap kinerja 

PermusyawaratanDesa kepala desa, kami sebagai anggota Badan 
Dalam Melakukan 
Pengawasan Terhadap 
Kinerja Kepala Desa. 

Pemusyawaratan De sa melakukan 

pengawasan terhadap keputusan kepala desa 

agar berj alan sesuai dengan peraturan. Jika 

terdapat kekeliruan atau penyimpangan, 

kami sebagai anggota BPD akan mengambil 

kebijakan dan pemerintah desa dan BPD 

besama-sama memperbaiki peraturan atau 

keputusan tersebut peran aktid BPD terlihat 

dari meminta langsung pertanggung 

jawaban Kades/Pemerintah desa melalui 

LKPJ kades 
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b. N. anggota BPD yang notabennya adalah 

mengawasi kinerja perangkat desa atau 

lebih spesifiknya kepala desa sejauh ini 

cukup baik, BPD mampu menjadi fasilitator 

dalam setiap kegiatan desa kuala lapang, 

kemudian jika ada kesalahan yang 

dilakukan oleh aparat desa maka pihak BPD 

akan segera tanggap dalam membenahi hal 

tersebut, akan tetapi masih ada beberapa hal 

kurang maksimal yang dilakukan BPD 

misalnya jarang turun kerja atau berkantor 

sehingga proses koordinasi berkurang 

terkait peran BPD itu sendiri dan juga 

Perdes yang sudah terbit . Jarang 

disosialisasikan langsung oleh BPD, yang 

mensosialisasikan cenderung adalah LPM 

a. Y. Sebenarnya faktor-faktor penghambat Faktor-faktor 

penghambat fungsi kami adalah. masalah kurangnya SDM atau 

Badan Permusyawaratan 

Desa 

tenaga ahli yang memahami desa maupun 

organisasi desa dan juga keseluruhan staf 

BPD jarang turun kantor berkaitan dengan 

tupoksi masing-masing tidak dikerjakan 

dengan baik padahal mereka sudah 

ditegaskan unnik lebih disiplin 

Faktor-faktor yang a. BSG. SDM diperangkat desa maupun BPD 

mempengaruhi Fungsi 

Badan Permusyawaratan 

Desa 

masih dalam kategori yang kurang baik 

sebagai contoh dalam sistem pemilihan RT 

dilakukan aklamasi atau ditunjuk langsung 

tanpa ada pemilihan, dikarenakan dari 

masyarakat tidak ada yang mau menjadi 

BPD dikarenakan kemampuan SDM yang 

masih kurang 
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b. UG. SDM yang dimiliki BPD belom 

optimal dalam melayani masyarakat terlihat 

dari mereka jarang turun bekerja atau masuk 

kantor, kemudian berdasarkan dari laporan 

masyarakat yang saya terima Perdes yang 

terbit berdasarkan usulan dari pemerintah 

desa saja, tidak pemah usulan dari BPD. 

BPD hanya ikut dalam proses 

musrenbangsaja · 
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Lampiran 3. Foto Penelitian 

~\ 
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